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	Yth. 
1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,
di tempat.
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	Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK), diperlukan perubahan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, diubah sebagai berikut:
	
	
	
	
	

	1. Ketentuan angka 5 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	
	
	
	
	

	5. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
	
	
	
	
	

	a. Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (online); dan/atau
	
	
	
	
	

	b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (online),
	
	
	
	
	

	maka Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (offline) paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (soft file) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:
	
	
	
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan  
	
	
	
	
	

	u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
	
	
	
	
	

	Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
	
	
	
	
	

	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
	
	
	
	
	

	Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
	
	
	
	
	

	dengan tembusan kepada:
	
	
	
	
	

	Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus
	
	
	
	
	

	Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
	
	
	
	
	

	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710 
	
	
	
	
	

	2. Ketentuan angka 10 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	
	
	
	
	

	10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:
	
	
	
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan  
	
	
	
	
	

	u.p. 
	
	
	
	
	

	Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
	
	
	
	
	

	Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
	
	
	
	
	

	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
	
	
	
	
	

	Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
	
	
	
	
	

	Surat elektronik (email): helpdesk@ojk.go.id 
	
	
	
	
	

	3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SuratEdaran OJK ini
	
	
	
	
	

	4. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal          
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